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PROVINSI KALIMANTAN B‘ARAT 5
'WALIKOTA SINGKAWANG
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG v B
NOMOR 15 TAHUN 2014
'IENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
-~ PENGGUNAAN, DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN:
'DAN BELANJA DAERAH KOTA SINGKAWANG

@ R DENG‘AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' ; WALIKOTA SINGKAWANG

. ‘ | :
' © Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) o
- - yang i ditetapkan dengan -persetujuan bersama  antara
Wahkota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
harus dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan dan =
bertanggung]awab sesuai dengan - peraturan perundang- T
undangan yang berlaku, ' : '

b. bahwa untuk melaksanakan APBD sebagalmana dlmaksud

' huruf a, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran
dan Pertanggunglawaban Penggunaan Dana atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah '

. S C. bahwa Peraturan ‘Walikota' Nomor 13 Tahun 2011 tentang
. : ' PetunJuk Pelaksanaan Pembayardn Atas Beban Kota
Singkawang sudah tidak sesuai lagi dengan kOI‘ldlSl saat ini
sehmgga perlu diganti; : : '-

d. .bahwa berdasarkan pertimbangan- sebagalmana dlmaksud e
dalam huruf a,. huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Petunjuk. Pelaksanaan -

' Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana .

Atas Beban Anggaran Pendapatan ‘dan Belanja Daerah Kota SIS

‘ Slngkawang,

Mengingét L '"’-;Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan .

Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia =

Tahun:2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repubhk‘
‘ Indones1a Nomor 4119);. ’

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan‘

' Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a
N omor; 4286),
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10.

- 11,

Unda’rj1g-Undang. Nomor 1 Tahun 2004 te_nténg :
Perbesndaharaan Negara - (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 4355), :

: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan _ |

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan :
- Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 4400);

'Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan .
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang; :
- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 |- tentang Pemerintahan Daerah = (Lembaran Negara
' Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan L
. Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 4844);

: Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan‘ ’
Keuangan . Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm

Nomor 4438); - BRI

Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan"'

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentmgan Umum

’ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5280),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesm Tahun "2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

_ Peratl,llran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standari

Akuntan31 Pemerintahan - (Lembaran Negara Repubhk

Indones1a Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran' |

Negara Republik Indonesia Nomor 5165)

'Peraturan Pemerintah Nomor 23 ’l‘ahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum - (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48)

sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemermtah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik = .
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran‘:"

Negara Republik Indonesia Nomor 5340),

Peraturan Presiden N_omor 54 Tahun 2010 tentang Pe‘nga‘daan' .
 Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan

Kedua' Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ;

- ———
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~ telah dlubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri- S

~kj.rDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun -
2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah '

14.

16.

17,

18,

~19.

e

i

. Peraturan Pre51den Ndmor 71 Téhim : 2012 tentang_: ‘
foehe Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagl Pembangunan Untuk E
B *Kepentmgan Umum ’ ~ S . o

13,

Peraturan Menten Dalam Neger1 Nomor 13 Tahun 2006'
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah- sebagalmanaf

‘Peraturan Menten Dalam - Neger1 Nomor 61 Tahun 2007
'tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan '

Layanan Umum Daerah

I

Peraturan Menten Dalam Neger1 Norior 55 Tahun 12008

‘tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan' ’
7 Pertanggung]awaban Bendahara Serta Penyampalannya

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan

,7 ,,Pemermtahan ‘Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah :
Kota Smgkawang Tahun 2008 Nomor S); : : :

= Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok' |
o ;,Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran ‘Daerah ‘Kota L
' Smgkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran e

Daerah Kota Smgkawang Nomor 11),

,‘Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan
“dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di ngkungan
Pemermtah Kota  Singkawang - (Lembaran Daerah  Kota
]Smgkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran'

Daerah Kota Smgkawang Nomor 14),

Peraturan Wahkota Smgkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang :

~Unit Layanan Pengadaan barang/Jasa Pemermtah Kota '

~ Singkawang;

Menetapkan :

i
i

i
i
3

@  MEMUTUSKAN:

,PERATURAN WALIKOTA TEN’I‘ANG PETUNJUK PELAKSANAAN ‘
: PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNG: JAWABAN PENGGUNAAN
DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
- DAERAH KOTA SINGKAWANG S

, "BAB I , .
KETENTUAN UMUM
o Pasal 1 »

~ Dalam Peraturan Wahkota ini, yang dlmaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wallkota dan Perangkat Daerah sebaga1 unsur :
penyelenggara Pemerlntahan Daerah : .
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10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

Wahkota adalah Wahkota Slngkawang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selan_]utnya dlblngkat APBD adalah

rencana keuangan| tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui =

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan dltetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pemegang  Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang
karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan»
pengelolaan keuangan daerah. . -

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dlsmgkat PPKD adalah |
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertmdak sebagai Bendahara Umum
Daerah. .

Bendahara Umum | Daerah yang selanjutnya dlsmgkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapa31tas sebagai Bendahara Umum Daerah. :

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya d1smgkat Kuasa BUD adakh | -

pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebaglan tugas BUD.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang d1tentukan,'
oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan =

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat peny1mpanan uang
daerah yang d1tentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan. :

Satuan Xerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dlsmgkat SKPD adalah satuan
kerja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Smgkawang selaku
Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang :
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang d. plmplnnya -

Pengguna Barang yang selanjutnya d1s1ngkat PB adalah kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah selaku pejabat pemegang kewcnangan penggunaan barang
milik daerah. ‘

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya dlsmgkat KPA adalah pejabat yang |
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. '

Pengelola Barang adalah Sekretans Daerah Kota Smgkawang

Penyimpan Barang adalah pegawai yang -ditugaskan untuk menerima,
menyimpan, dan mengeluarkan barang 1nventar1s di setiap Satuan Kerja‘ -
Perangkat Daerah. . : o

| | )
PeJabat Pembuat Komltmen yang selanjutnya dlsebut PPK adalah peJabat yang

‘ bertanggun.awab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.

18.
10,

20.

Pe_]abat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan :
Barang/Jasa yeng melakukan Pengadaan Barang/Jasa.

Panitia/Pejabat Penenma Hasil Pekerjaan adalah pe_]abat yang bertugas
memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Pejabat Penatausah‘aan Keuangan SKPD yang selan_]utnya dlsmgkat PPK—SKPD |
adalah pejabat yang melaksanakan fungS1 tata usaha keuangan pada SKPD.
; : A
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21.

22.

23.

24.

Pejabat Pelaksana Tekms Keglatan yang. selanJutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kexja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa keglatan
dari suatu program sesua1 dengan bidang tugasnya. : :

Bendahara Penenmaan adalah pejabat fungs1ona1 yang dlturyuk untuk
menerima, menynnpan - menyetorkan,  .menatausahakan, dan
mempertanggun.awabkan - uang’ pendapatan daerah dalarn ’ rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD. ‘

Bendahara Pengeluaran adalah peJabat fungs1ona1 yang dltunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan ‘menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan -
uang untuk keperluan belanJa daerah. dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD. |

’ l

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya d1s1ngkat DPA-SKPD

~adaglah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang-

25.

26.
o

27.

28,

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dan
penerimaan dan perklraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana
yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedlanya dana untuk melaksanakan kegiatan. sebaga1 dasar
penerbitan SPP. i '

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen_ ,
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan/ bendahara°pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP adalah sejumlah uang
tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalaum melaksanakan kegiatan
operasional sehari-hari. Uang persediaan hanya diberikan pada awal tahun

‘anggaran, terkecuali dalam hal texjadl kondisi khusus yang memerlukan

- tambahan uang persedlaan

29.

31.

32.

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persedlaan yang selanjutnya dlslngkat' '
SPP-UP adalah dokumen yang dlajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
permintaan uang muka Kkerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang
tidak dapat dllakukan dengan pembayaran langsung. ‘

. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persedlaan yang selanjutnya

disingkat SPP- GU! adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran untuk'permmtaan pengganti uang persedlaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

‘Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persedlaan yang selanjutnya

disingkat SPP-TU| adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeh.iaran untuk permintan tambahan uang persediaan‘ guna
melaksanakan keglatan SKPD yang bersifat mendesak dan t1dak dapat '
digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. .

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya d1s1ngkat SPP LS
adalah dokumen |yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar per_]anjlan _

kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pemhayaran gaji dengan _
jumlah, penerima, | peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu, yang

| vdokumennya d1s1apkan oleh PPTK.

33.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya d1s1ngkat SPM adalah dokumen.
yang digunakan/ dlterbltkan ‘oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran ] DPA SKPD. : L ‘
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37,

- 38.
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34

33.

."Surat Perlntah Mernbayar Uang Persedlaan yang selanjutnya dlsmgkat SPM- -

UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPA-SKPD -yang dlpergunakan sebaga1 uang
persedlaan untuk mendana1 kegiatan.

Surat Perintah- Membayar Ganti Uang Persedlaan yang selanjutnya dlslngkat
SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan

SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya d1pergunakan untuk

 mengganti uang persedlaan yang telah dibelanjakan. -

36,
- disingkat SPM-TU' adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan

- dananya melebihi; dari jumlah batas pagu uang persedlaan yang telah ’

39.

,dltetapkan sesuai dengan ketentuan.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya dlsmgkat SPM LS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbltan SP2D atas :
beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. -

Surat Perintah Peqcalran Dana yang selanjutnya dlsmgkat SP2D adalahg‘
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencalran dana yang dlterbltkan
oleh BUD berdasarkan SPM. . ’

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah'
SKPD/unit kerja pada SKPD dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedlaan barang

| ~dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan

dalam melakukan kegiatannya dldasarkan pada pr1n81p efesiensi dan .
produkt1v1tas :

BAB I

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SKPD

Bagian Kesatu ‘
- Personil Pengelola Kegiatan dan Keuangan SKPD -

Pasal 2

Setlap keglatan pada SKPD /Unlt Kerja dllaksanakan oleh persoml pengelola

kegiatan antara lain :
. PA/PB;

. KPA;

PPK; :
- PPK-SKPD; ) '
Bendahara Pengeluaran

Unit Layanan Pengadaan,
Pejabat Pengadaan;!

- Panitia/Pejabat . Penerlma Hasil Peker_]aan

Penyimpan Barang.| ‘

: Bendahara Penerlmaan bagi SKPD yang mengelola Penerimaan.

- - Bagian Kedua
Pasal 3

Walikota - menetapkan Kepala SKPD sebagal Pejabat PA/ PB dengan
Keputusan




(2)
(3)

(4)

(5)

e

- -k. mengelola utang dan plutang yang menjadi tanggung Jawab SKPDg o

5 ® o

—

Pejabat PA dalam melaksanakan tugasnya dapat mehmpahkan sebaglan' ‘
kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku KPA.,

Pelimpahan wewenang sebagalmana dimaksud pada. ayat (2) dltetapkanv'
dengan Keputusan Wallkota atas usul Kepala SKPD. .

Pejabat sebagalmana dlmaksud pada ayat (2), memperhatlkan besaran |
SKPD, besaran Jumlah uang yang dikelola, beban kerja, kompetensi
dan/atau rentang kendah serta pertimbangan objektif lainnya..

Pertimbangan Ob_]ektlf lainnya sebagalmana dimaksud pada ayat (4),
ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Singkawang selaku Koordinator

Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatlkan ketentuan yang' :
berlaku | ‘

Tli_lgas dan tanggung jawab PA/PB
Pasal 4 -

Kepala SKPD selaku PA/PB sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2huruf a |

_ mempunyal tugas dan kewenangan sebagai benkut

a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;

b. mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan barang/ Jasa
sesuai dengan kebutuhan SKPD ; :

c. menyusun RKA- SKPD 7 ,
d. menyusun DPA- SKPD C -

mclakukan tlndakan yang mengaklbatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja, ‘ :

melaksanakan anggaran SKPD yang d1p1mp1nnya
melakukan pengujlan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran |
melaksanakan pemungutan penenmaan bukan pajak; '

mengadakan 1kaltan /perjanjian kerjasama dengan pihak laln dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;

e® .

-
.

menandatanganl SPM;

- yang d1p1mp1nnya , ;
1. mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadl
~ tanggung jawab SKPD yang dlplmplnnya ‘
m. menyusun dan menyampaJkan laporan keuangan SKPD yang
d1p1mp1nnya i' . : ,
mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dlplmplnnya, o

o. melaksanakan tugas tugas PA/PB 1a1nnya berdasarkan kuasa yang.
dilimpahkan oleh Walikota; :

p. ‘menetapkan p?menang pada pelelangan atau penyedla pada_. =
Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan

: Konstruks1/Jasa Lainnya dengan nilai dlatas Rp 100 OOO OOO 000,00

(seratus miliar ruplah), : ‘

g. menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan‘

Langsung untuk paket Pengadaan Jasa ' Konsultansi dengan n11a1
diatas Rp. 10. OOO 000.000,00 (sepuluh miliar ruplah) :
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(3)

)

(3)

)

(2)

r. menetapkan PPK,  PPTK, PPK-SKPD, Pejabat ' Pengadaan
, Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, pembantu bendahara
penerimaan, pembantu bendahara pengeluaran, dan R
S. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wahkota '
- melalui Sekretaris Daerah. , S

PA dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)’; ’;
dilarang: " : S

a. menyatukan beberapa paket pengadaan yang rnenurut 31fat dan Jems

~ pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya '

dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;

b. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi- beberapa paket dengan o
maksud menghlndan pelelangan; dan/atau :

C. amenentukan krlterla ‘persyaratan atau prosedur pengadaan yang :
dlsknmlnatlf dan /atau dengan pertlmbangan yang tidak obyektif. ‘

Dalam hal PA dan/: atau KPA sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat .

- melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 7 (tujuh) -hari kerja berturut-*[f i
turut, antara lain karena sedang melakukan kunJungan ke daerah atauke
luar negeri, meng1kut1 pendidikan atau pelatlhan/kursus menunaikan

ibadah haji, sakit, cut1 atau alasan lainnya, maka yang melaksanakan -
tugas dan kewenangan PA dan/atau KPA adalah pejabat yang dltunJuk S
sebagai Pelaksana Harian - (Plh) pada Jabatan ~struktural yang

A bersangkutan

; Baglan Ketlga :
Persyaratan ’I‘ugas dan Tanggung Jawab PPK o
| 1 L Pasa15 s okl

.
i
1

PPK harus memenuh1 persyaratan sebagal berlkut 7

a. memiliki 1ntegr1tas moral;
b. memiliki dlslphn tinggi;

‘c. memiliki tanggung jawab dan kuahﬁka31 teknls serta manaJerlal untuklk RN

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;

d. mampu  mengambil keputusan, bertindak tegaé dan' mer‘niliki’
. keteladanan dalam s1kap penlaku serta tldak pernah terhbat Kolu31 o

Korupsi dan ’\Iepotlsme
e. menandatangam Pakta Integntas ;
f. tidak menjabat sebaga1 pejabat penandatangan SPM atau bendahara,
g. memiliki sertlﬁkat keahhan pengadaan barang/ Jjasa.

Persyaratan mana_]erlal sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf C

~adalah:

a. berpendldlkan pahng kurang SarJana Strata Satu (Sl) dengan b1dang s
" keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;

b. memiliki pengalaman pahng kurang 2 (dua) tahun terhbat secara aktlf i |

dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
c. - memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakanw

setiap tugas/ pekerjaannya

)

Dalam  hal Jumlah Pegawal Negen yang memenuhi | perSyaratan ‘

~ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terbatas, persyaratan

, _tersebut dapat d1gant1 dengan pahng kurang golongan I a.

Ex N s-

-



(4)

(5)

(1

(2)

(3)

Persyaratan tldak menjabat sebagal pejabat penandatangan SPM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f d1kecual1kan untuk KPA
yang bertindak sebaga1 PPK.

Dalam hal pejabat sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf g tidak
ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK
karena tidak memiliki sertifikat keahhan pengadaan barang/ jasa, maka
PA bertlndak sebaga1 PPK. ' v

| Pasal 6

PPK mem1111«'1 tugas dan kewenangan sebagai benkut

a, menyusun dan menetapkan perencanaan pelaksanaan pekerjaan,

‘termasuk pengadaan barang/ jasa dan dapat berkoord1nas1 dengan
ULP yang mehput1 .
1. spesifikasi tekms barang/ jasa;
2. Harga Perklraan sendiri (HPS),
3. Rancangan Kontrak.
b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedla Barang/ Jasa,

c. menyetujui bukt1 pembehan atau menandatanganl k1,11tans1/ surat
perintah kerja/ surat perjanjian; S : :

d. menyiapkan dan melaksanakan perjanﬂan/kontrak dengan pihak |

penyedla barang/ jasa dalam batasan anggaran yang telah dltetapkan
e. mengendahkan pelaksanaan kontrak

f. melaporkan pelaksanaan ‘dan/atau ,penyelesaian} " pengadaan |
barang/jasa kepada PA/KPA; ‘ = ' _

g. menyerahkan ‘aset hasil pekexjaan pengadaan barang/ jasa dan aset
lainnya kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan '

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
hambatan pelaksanaan peker_]aan kepada PA/KPA setiap triwulan;

i. menetapkan t1m atau tenaga ahh pemberi penjelasan teknis guna
membantu pelaksanaan tugas ULP; . '

j. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan" kepada,

Penyedia Barang/ Jasa apabila dlperlukan dan

k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa : '

PPK bertanggung jawab dari segi admlnlstra81 ﬁsik,' keuanvgan_‘ dan
berjalannya fung31 atas  hasil pengadaan barang/jasa' yang .

~dilaksanakannya. | B

PPK melaksanakan proses pengadaan barang/ jasa setelah penetapan'

‘ APBD

“Pasal 7

PPK dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6 ayat
. (1) dilarang : :

a.

>

mengadakan 1katan perjanjlan dengan penyedia barang/] jasa apabila
belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedla anggaran yang akan



mengaklbatkan dllampaulnya batas anggaran yang tersedia untuk
kegiatan yang d1b1aya1 dari APBD; dan - :

b. menentukan krlterla, persyaratan atau prosedur pengadaan yang
diskriminatif dan /atau dengan pertlmbangan yang tidak obyektlf o

!

’ . Pasal 8

Dalam hal PPK d1_]abat oleh pejabat struk tural sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan pejabat dimaksud tidak dapat -
melaksanakan tugas ‘sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut,
~antara lain karena sedang melakukan kunjungan kerja ke luar daerah atau ke
luar negeri, menglkutl pendidikan dan pelatihan, kursus, menunaikan ibadah
haji,  sakit, cuti atau alasan lainnya, maka yang melaksanakan tugas dan

kewenangan PPK adalah pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh)

pada jabatan struktural yang bersangkutan dengan ketentuan pejabat
struktural dlmaksud memenuhi persyaratan untuk dltunjuk ‘sebagai PPK
sebagaimana dlmaksud dalam Pasal S. :
_ Baglan Keempat
Tugas dan Tanggung Jawab PPTK

’ Pasal 9

(1) PPTK mempunyal tugas dan tanggung 1 lawab sebagal berikut :
' a. ‘mengendahkan pelaksanaan keglatan
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan keglatan

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 3
kegiatan; dan \ , , \ :

d. membantu | PPK- dalam ,melaksanakan - kegiatan _ pengadaan
barang/_]asa o : : :

- (2) Dokumen anggaran sebagaxmana dxmaksud pada ayat (1) huruf ¢ mehputl"
dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang

terkait dengan persyaratan pembayaran yang d1tetapkan sesuai dengan

ketentuan perundang—undangan
(3) PPTK sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah .
a. Kepala Bldang dan Kepala Bagian pada SKPD Eselonermg II

b. Penunjukan pejabat Eselon IV sebagai PPTK ditunjuk dengan sangat
selektif, dengan kompetensi tertentu dan tetap mempertimbangkan
efesiensi dan efektifitas kegiatan sesuai dengan anggaran SKPD serta
mempertlmbangkan jumlah dana yang dikelola; - ’

- ¢. Penunjukan . Staf sebagai PPTK, apabila PeJabat Eselon IV telah .
ditunjuk sebagal Panitia dalam Pengadaan Barang/J asa; _

(4) PPTK bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugas- tugasnya kepada PA

Pasal 1 O

(1) Dalam hal PPTK dljabat oleh pejabat struktural sebagalmana dlmaksud -
dalam Pasal 9 ayat (3) dan pejabat dimaksud tidak dapat melaksanakan v
tugas sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, antara lain
karena sedang melakukan kun_]ungan kerja ke luar daerah atau ke.luar
negeri, menglkutl. pendldlkan dan pelatlhan kursus, menunaikan ibadah =

6
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haji, sakxt cuti atau | alasan lalnnya, maka yang melaksanakan tugas dan ,
kewenangan PPTK adalah pejabat yang ditunjuk’ sebagai pelaksana hanan o
(Plh) pada jabatan struktural yang bersangkutan. ‘

(2) Dalam hal PPTK dgabat oleh unsur staf, apablla yang bersangkutan tldak"
dapat melaksanakanitugas :

a. sekurang-kurangnya 7 (tuJuh) hari kerja sampa1 selama-lamanya 1 E

(satu) bulan, PPTK tersebut memberikan surat kuasa kepada orang
yang ditunjuk- untuk melaksanakan tugas dan kewenangan PPTK
dengan d1ketahu1 oleh PA;

- b. lebihdari 1 (satu) bulan, harus dltunjuk PPTK penggantl dan dladakan ,7
berita acara serah terima.

o Bagian Kelima
Persyaratan, Tugas dan Tanggung Jawab PPK- SKPD

Pasal 11

(1) Dalam rangka pelaksanaan fung31 pengujlan atas suatu taglhan serta

. ‘ melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA, DPPA, dan DPA-L .
SKPD, PA menctapkan pejabat yang melaksanakan. fung31 tata usaha

- keuangan pada SKPD sebaga1 PPK-SKPD; : .

(2) PPK-SKPD sebagai pelaksana fung31 tata usaha keuangan pada SKPD |
‘harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : '

1. berstatus sebagal Pegawax Negeri Sipil;,

2. memiliki 1ntegr1tas moral, dlslphn dan tanggung jawab daﬂam )
: ~ melaksanakan tugas; : -
(3) PPK-SKPD" sebagalmana dimaksud pada ayat (1) harus dljabat oleh
‘Pejabat Struktural yang membldangl Keuangan SKPD:
- (4) PPK-SKPD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) mcmpunyal tugas

a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang.
disampaikan oleh bendahara pengeluaran dengan diketahui / disetujui

~ oleh PPTK; .
- b. meneliti. kelengkapan SPP- UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS ga_]l dan
' - - _tunjangan PNS serta penghasilan lamnya yang ditetapkan sesuai

- dengan ketentuan perundang-undangan yang - dlajukan ‘oleh
- bendahara pengeluaran o . S

c. melakukan verlﬁka31 SPP;

d. menyiapkan SPM

e melaksanakan akuntan31 SKPD

f. rnenylapkan laporan keuangan SKPD

‘(5) PPK-SKPD sebagalmiana dimaksud dengan ayat (1) dllarang merangkap '

sebagai  pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penenmaan
negara/ daerah, bendahara dan /atau PPTK.
| |
; Pasal 12

»Dalam hal PPK—SKPD sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 11 dljabat oleh

pejabat struktural, apablla yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan - o

tugas sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, antara lain
karena sedang melakukan kunjungan ke daerah atau ke luar negeri,
mengikuti pendidikan _a}'qqu pelatihan/ kursus, menunaikan ibadah haji, sakit,

i -
|
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-~ nama pribadi.

cuti, atau alasan lainn}'fa, maka yang melaksanakan tugas dan kewenangan
- PPK-SKPD adalah pejabat yang ditunjuk sebaga1 Pelaksana Hanan (Plh) pada
' Jabatan struktural yang bersangkutan. - .
1
, e Baglan Keenam |

Persyaratan Tugas dan Tanggung J awab -
Bendahara Penenmaan /Bendahara Pengeluaran o

Pasal 13

| 1) Walikota atas usul SKPD menetapkan bendahara penenmaan/ bendahara o
pengeluaranuntuk melaksanakan tugas. kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran pada SKPD melalui PPKD. :

(2) Bendahara penerlmaan/ bendahara pengeluaran sebagaimana dlmaksud_ R
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebaga1 berikut : : '
a. berstatus sebagal Pegawai Negeri Sipil; ’
b. memiliki integritas moral, dlslphn dan tanggung Jawab dalam
- melaksanakan tugas

' (3) Bendahara penerlmaan dan /atau bendahara pengeluaran sebagalmana ~
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya pada SKPD dapat
dibantu oleh pembantu bendahara penerlmaan/pembantu bendahara”ﬂ '
pengeluaran. - -
(4) Pembantu bendahara penenmaanbagalmana dlmaksud pada ayat (3) )

- melaksanakan fung51 sebagai kasir atau pembuat dokumen penerlmaan -

(5) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dlmaksud pada ayat (3)

~melaksanakan fung51 sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang Lo

atau pengurusan gajl

V (6)‘ -Bendahara penerlmaan / bendahara pengeluaran secara fungsmnal
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; - -

(7) Bendahara penerlmaan/bendahara pengeluaran sebagalmana dlmaksud"
pada ayat (1) adalah pejabat fuﬁgswnal R

!
f I Pasal 14 R
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluarah baik secara langsung
maupun tidak langsung dllarang melakukan kegiatan perdagangan, peker_]aan
- pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamm atas’
keglatan/ pekerjaan/ penjualan, ‘serta membuka rekening/giro. pos atau -
menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lamnya atas

: , .
{ Pasal 15
(1) Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan maka:

a. apabila meleb1h1 3 (tiga) hari sampai selama—lamanya 1 (satu) bulan
bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat - kuasa
kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan
tugas-tugas bendahara penerimaan atas-tanggung jawab bendahara
penerimaan yanpg bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;

| 12

i
¢



i
|
1
I

b. apablla meleblhl 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tlga) bulan _
harus ditunjuk peJabat bendahara penerlmaan dan dladakan benta
acara serah terima; e . .

c. apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tlga ) bulan ‘belum juga
dapat melaksanakan tugas, maka dlanggap yang bersangkutan telah
mengundurkan id1r1 atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara -

~ penerimaan dan oleh karena 1tu segera. d1usu1kan penggantlnya

(2) Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka:

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,

bendahara pengeluaran tersebut wajib- memberikan surat kuasa

. kepada  pejabati yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan

tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara
pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;

b. apabila meleb1h1 1 (satu) bulan sampai selama—lamanya 3 (tiga) bulan,
harus ditunjuk ,pejabat bendahara pengeluaran dan dladakan benta, _
acara serah terlma, ~ - :

c. apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga ) bulan belum Juga
dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah
mengundurkan : diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara
pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya. '

Bagian Ketujuh
Persyaratan, Tugas, Wewenang -
dan Tanggung1awab Pejabat Pengadaan a

' i

Pasal 16.

(1) PeJabat pengadaan melaksanakan

a. Penunjukan Lapgsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bermlal pahng tmggl'

Rp.200.000. OOO 00 (dua ratus juta ruplah) dan/atau

b. Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan_ -
Jasa Konsultan31 yang bernilai pahng tinggi Rp 50.000.000,00 (lima

puluh juta ruplah)

- (2) Pejabat pengadaan berasal dari pegawm negeri, baik dan SKPD sendm |

maupun SKPD lalnnya

Pejabat pengadaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), harus memenuh1
persyaratan sebaga1 berlkut _ : _ -

-a. memiliki 1ntegr1tas moral, disiplin dan tanggung vjaWab dalam

melaksanakan tugas,
b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan dladakan,

c. memahami Jenls pekerjaan tertentu yang rncnjadl tugas pejabat
pengadaan yang bersangkutan; : , ,

memahami isi c’iokumen pengadaan / metode dan prosedur pengadaan

e. tidak mempunya1 hubungan keluarga dengan Pejabat’ yang 7
menetapkannya sebaga1 PeJabat Pengadaan ‘

.)-
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(5)

(6)

(7)

f.

g

a.

5 @

J-

k.

memiliki sertlﬁkat keahlian pengadaan barang/ jasa sesua1 dengan |
kompetensi yang dlpersyaratkan dan :

menandatanganr Pakta Integritas.

(4) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat pengadaan sebaga1 berlkut

menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa melalui metode
pengadaan langsung, . ' '

menetapkan dokumen pengadaan;

membandmgkan harga dan kuahtas pahng sed1k1t dari 2 (dua) surnber
informasi yang btrbeda;

menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa;.

“melakukan evaluas1 adm1mstra31 tekms dan narga terhadap penawaran

yang masuk;

melakukan klarifikasi = dan negosiasi | teknis dan harga untuk
mendapatkan harga yang wajar serta dapat dlpertanggung]awabkan '

. menetapkan pemenang/ penyedia barang/jasa; v ‘
menyampaikan has11 pemilihan dan sahnan Dokumen Pemlhhan Penyedla .

Barang/Jasa kepada PPK; .
menyerahkan dokumen ash pemlhhan penyedla barang/ Jasa kepada

 PA/KPA; |

membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA /KPA ‘

dapat mengusulkan perubahan HPS dan/atau spesifikasi - teknis
pekerjaan kepada PPK; : AR

Pejabat pengadaan wajib memahami tata cara pengadaah, _substansi
pekerjaan/kegiatan| yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan,
baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar SKPD yang bersangkutan |

Pejabat pengadaan d1larang merangkap sebaga1

m e o o

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
PPK; o - |
PPTK;-
Panitia/Pejabat Penerima Hasﬂ Pekeljaan
PPK-SKPD;
Bendahara;

Pegawai pada Inspektorat

Larangan sebagmmana dimaksud pada ayat (6) tldak berlaku bagl

a.

b.

C.

PPK atau PPTK yang  menjadi pejabat pengadasn untuk pengadaan
barang/jasa pada kegiatan yang bukan men_]ad1 tanggung jawabnya; -

Panitia/ Pejalbaltl Penerima Hasil Peker_]aan .yang - menjadi pejabat
pengadaan untuk pengadaan barang/jasa pada paket pekexjaan yang
bukan menjadi obJek hasil pekerjaan yang akan dltenmanya

Pegawai pada 'Inspektorat yang menjadi pejabat pengadaan untuk
pengadaan barang/ jasa yang dlbutuhkan oleh Inspektorat

Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan.
keahlian khusus, Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang -
berasal dari pegawa1 negeri atau swasta, tetapi tidak ikut terhbat dalam

penentuan pemenang penyedia barang/jasa.

.‘?-
N .
I
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(2)

X ) (4)

©

NG

E (8)

'75'@ a0

~ Bagian Kesembilan
- Tugas dan Tanggung jawab |
Pamtla/ PeJabat Penerima Has1l Pekerjaan o

e Pasal 17

Panitia/Pejabat Penenma I—Ias1l Pekexjaan berasal darl PegawaJ Negerl Slpll =

-baik dari instansi send1r1 maupun instansi lamnya

Pan1t1a/ PeJabat Penerlma Hasil PekerJaan bertugas membantu PPK dalam S
hal , i S

a. melakukan pemerlksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesua1

- dengan kctentua'n yang tercantum dalam Kontrak; o

b. «menerima hasil Pengadaan : Barang/Jasa »svetelah ' ‘melalui,
pemerlksaan/pengupan dan; , S BN

c. membuat dan | menandatangam »Beri‘ta Acara 'Serah Ter_ima Hasjl
Pekerjaan. | ‘ : F AT

_Pamtla/ Pejabat Penerlma Hasil Pekexjaan sebagmmana dlmaksud pada ayat

(1 ) harus memenuh1 persyaratan sebagai berikut :

a. memlhkl 1ntegr1tas moral, d1s1p11n dan‘ tan'ggungg jawab,’ ',dala'rfr,i.‘ :

melaksanakan tpgas _ _ , 2 S
b. memahami jenis - dan . spesifikasi pekerjaan‘ yang menjadi tugas '
Panitia/ PeJabat Penerima Has1l Pekexjaan yang bersangkutan, A

‘ memaham1 isi Kontrak, .
memiliki kuahﬁkas1 teknis;
menandatanganl Pakta Integrltas dan -
tidak menjabat sebagal ‘ ’ : ‘
1. pejabat penandatangan Surat Perlntah Membayar ‘
2. bendahara; | - : A :

- 3. PPK-SKPD; |
4, peJabat pengadaan

- 5. Kepala ULP /Anggota ULP .

VLarangan sebagalmana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagl pejabat'
pengadaan/anggota -ULP yang menJadl panitia/ peJabat penerima hasil -

pekerjaan pada paket pekerjaan yang bukan menjadl ob]ek has1l pekerjaan
yang akan d1ter1manya : L

.Dalam hal pemerlksaan Barang/ Jasa memerlukan keahhan tekms khusus, .

dapat dibentuk tlm/ tenaga ahli yang ditetapkan oleh PA untuk membantu ’

- pelaksanaan tugas, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Untuk pekerjaan konstruks1 dan jasa konsultansi pekerjaan - konstruk31
tim/ tenaga ahli- sebagalmana dimaksud pada ayat (5) harus 'memiliki
sertifikat keahlian dan/atau- keterampllan pengawasan teknis yang.
dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasioral atau
lembaga lain yang telah diakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi Nasional sesua1 ketentuan peraturan perundang undangan

Hasil - pemerlksaan barang/ jasa yang dllakukan ‘oleh tim/ tenaga ahh
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi pejabat/panitia

‘penerima hasil pekerjaan dalam menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa. -

Pejabat Penerima Hasﬂ Pekerjaan berjumlah 1 (satu) orang untuk pekexjaan E

a. pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lamnya dengan nilai
palmg t1ngg1 Rp 200. OOO OOO OO (dua ratus Juta ruplah), : '

i R " 'v ’ : N - - N . o
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b. jasa konsultan31 dengan n11a1 pahng t1ngg1 Rp S0. 000 000 00 (hma puluh -

juta rupiah). | ,
Keanggotaan pan1t1a penerima hasﬂ pekexjaan begumlah 3 (tlga) orang -
untuk pekerjaan: , ‘

a.. pengadaan barang, pekerjaan konstruk31 dan’ jasa lalnnya dengan n11a1 '
diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); : :

B »b, jasa konsultan51 dengan n11a1 dlatas Rp 50 000.000, 00 (llma puluh Juta; ‘

- (10)

(11)

~pekerjaan dari Penyedla pekerjaan konstruksi serta melaporkan secara
periodik dalam mlngguan maupun bulanan dan/atau- sesuai kebutuhan o

()

rupiah).
Untuk pekerjaan! konstruk51 yang hasﬂnya dlmanfaatkan oleh SKPD

lainnya, maka panitia penerima hasil pekerjaan dapat dllakukan oleh SKPD_ . :

pelaksana dan SKPD pemanfaat

Untuk pekexjaan konstruksi, maka Panitia/Pejabat Penérlma Hasﬂ
Pékerjaan wajib. mene11t1 dan mengesahkan laporan kemajuan pelaksanaan

kepada PPK. o

Bagian Kesepuluh

- ’I‘ugas dan Tanggung]awab Penylmpan Barang
Pasal 18

[

Penylmpan Barang sebagal pelaksana fungsi pengelola barang pada SKPD
harus memenuhi persyaratan sebagai b&rikut : : :

‘a. berstatus sebaga1 Pegawai Negéri Sipil;

b memiliki integritas moral, disiplin ~.dan - tanggung Jawab dalam’
¥ melaksanakan tugas. :

‘Tugas Penyimpan, Barang sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah
A sebagal berikut : b

a.. menerima barang milik daerah ba1k yang d1adakan sendm maupun yang
o diterima dari Pengelola Barang atau penerimaan la1nnya yang sah;

- b. menyimpan dan mengamankan barang milik daerah yang berada dalam

- . tanggungj awabnya

. mengeluarkan ‘dan 4 menyerahkan ' barang milik daérah ~_ untuk'

dipergunakan| sesuai  kebutuhan dari gudang, - berdasarkan surat i
perintah pengeluaran dan penyerahan barang daerah; '

d. “melaksanakan pengeluaran dan penyerahan barang mlhk daerah yang_'
~ dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;

e. menghlmpun seluruh tanda bukti dan mecatat secara tertib’ dan teratur .
- semua penerlrlaan dan pengeluaran barang milik daerah;- .

f menyiapkan dan menyampalkan usulan penghapusan atas barang m111k"j

- daerah selain tanah dan bangunan yang. berada  dalam g
‘tanggung]awabnya kepada pengguna barang; : ’

~ g. menyimpan dan mengamankan barang milik daerah selam tanah dan

;bangunan yang dalam proses penghapusan;

| h. melaporkan. hasﬂ penerimaan dan pengeluaran barang milik ‘daerah

secara berkala dalam Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan
Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) kepada atasan langsung; ’
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: : DPA dan/atau SPD,

Tpmooaeop

i, mencatat dan melaporkan penggunaan barang milik daerah baik yang
- digunakan send1r1, yang digunakan oleh Kuasa Pengguna Barang
maupun yang dzopera51kan oleh pihak lain; -

i mengmventarlsas1 jumlah dan kondisi barang milik daerah yang dalam
e penguasaannyal dan melaporkan kepada atasan langsung; -

k melaporkan barang milik daerah yang hilang, rusak atau sebab lain
sehingga tidak dapat digunakan kepada atasan langsung

Penyimpan barangitldak diperbolehkan merangkap sebaaal PPK- SKPD dan
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. ; -

I .
| ~ BAB I
"UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 19

Setiap SKPD dapat diberikan uang persediaan, berdasarkan Kepﬁtusan :

- Walikota tentang Penetapan Jumlah Uang Persedlaan dan / atau tambahan

uang persedlaan untuk masing-masing SKPD;

Uang persediaan sebagalmana dimaksud pada (1), dapat d1gunakan untuk
membayar belanja dalam batas-batas belanja sebagal berlkut '
Belanja  BahaniPakai Habis; ' ~ :

Belanja Cetak dan Penggandaan;

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;

Belanja Sewa Sarana Mobilitas; : N
‘Belanja Sewa Perlengkapan dan PeraIatan Kantor, :
'Belanja Makanan dan Minuman;

Belanja Perjalanan Dinas;

. Belanja pemeliharaan; ’ ’ :
~ Belanja Jasa Kantor (Telepon LlStI'lk Air, Surat Kabar/ majalah, Kawat/ .
Faksimili/ Internet/ TV Kabel, Penglrlman/ Paket, Pubhka31/ Iklan) dan -

~j. Belanja Pegawa1 Honorarium.
UP yang dlberlkan kepada SKPD dengan memperhatlkan pagu DPA R

terutama dlpnorltaskan untuk belanja Program dan Keglatan Pelayanan‘ L
Administrasi Kantor r . .

' Peng1s1an kembah UP dapat dlberlkan apablla dana UP telah dlpergunakan

'sekurang-kurangnya 75% dar1 dana uang persediaan yang dlterlma dengan
pengajuan ganti uang,

‘Dalam hal penggunaan UP belum mencapa1 75%, sedangkan SKPD yang
bersangkutan memerlukan pendanaan meleblhl sisa dana UP yang tersedla
SKPD dapat mengajukan TU :

Pasal 20

PA/ KPA menerb1tkan SPM UP berdasarkan DPA dan/atau SPD/ Surat_,'-‘ :

Keputusan atas pengajuan Bendahara Pengeluaran;

Berdasarkan SPM UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD g

menerbitkan SP2D untuk rekening Bendahara Pengeluaran,
Penggunaan UP mfenjadl tanggung]awab Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Pengeluaran melakukan . pengls1an kembali UP setelah UP -
- dimaksud d1gunakan (revolving) sepanjang masih tersedla dana dalam

LR -
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(6)

Bagi Bendahara Pengeluaran yang d1bantu oleh Bendahara Pengeluaran‘

Pembantu, dalam pengajuan’ SPM-UP . diwajibkan melampirkan - daftar o
rincian yang menyatakan jumlah uang yang dlkelola oleh masmg-masmg E

Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Sisa UP yang mas1h ada pada Bendahara Pengeluaran / Bendahara,
Pengeluaran Pembantu pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali

ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember
~ tahun anggaran berkenaan I : R e :

Setoran sebagarnana d1maksud pada ayat (6) oleh BUD d1bukukan
sebagali pengembahan uang persedlaan , , : ,

'

: Pasa1'2 1

Syarat untuk mengajukan TU sebaga1 berlkut T e w

a.

o,

(1)

(2)

Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/ tldak dapat dltunda -
dan dilampirkan dengan kebutuhan rincian objek belanja

. Tidak untuk memb1aya1 pengeluaran yang seharusnya d1bayarkan secara
; langsung, :

{
i

Dlgunakan paling jama satu bulan sejak -tanggal SP2D d1terb1tkan:

- dikecualikan untuk: kegiatan yang pelaksanaannya melebihi satu bulan

dan/atau kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah’
ditetapkan yang diakibatkan oleh perlstlwa diluar kendah PA/KPA;

Dalam hal dana tambahan uang tldak habis - dlgunakan dalam 1 (satu)

bulan, maka sisa tambahan uang persedlaan dlSCtOI‘ ke Rekenlng Kas:
Umum Daerah; dan‘ : :

| 'Pertanggung]awaban atas tambahan uang dllakukan dengan mekanlsme e
~ SPM dan SP2D-TU Nihil yang disertai dengan- nngkasan pengeluaran per, s
;r1n01an objek dan bukt1 -bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, R

Ketentuan sebaga1mana dlmaksud ayat (3) dan (4) tidak d1penuh1 SKPD ’

‘berkenaan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persedlaan'

sepanjang tahun anggaran berkenaan

: Pasal 22

PPTK mengajukan permohonan dana dengan menglsl nota pencalran dana

untuk melaksanakan kegiatan tertentu kepada PA /KPA.

Berdasarkan nota’ pencalran dana, PA/KPA memberikan memo persetujuan o

kepada Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk

‘ mengeluarkan sejumlah dana yang dimaksud.

©

Nota pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format
sebagaimana tercantum dalam lamplran I dan merupakan baglan yang tak
terpisahkan dari peraturan ini. :

i
I
i
{
i
|

i
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" BABIV

PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN
~ Bagian Kesatu .
| Surat Penyediaan Dana (SPD) -

t Pasal 23
|
- {1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen Kas -
menerbitkan SPD. B
(2) Pengeluaran kas atas beban APBD dllakukan berdasarkan SPD atau :

- dokumen yang dlpersamakan dengan SPD.
: |

& i ]
Bagian Kedua

Sﬁrat Permintaan Pembayardn (SPP) . R

: Pasal 24
.(1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD
sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) merupakan dasar bagi Bendahara -
Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA/KPA melalui PPK- SKPD
(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri darl
SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
SPP Ganti Uang (SPP-GU);
-SPP Uang Tambahan Uang (SPP-TU); dan
SPP Langsung (SPP LS), terdiri dari: ;
1. SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasﬂan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan .
2 SPP LS untuk pengadaan barang dan Jasa

|
i Pasa125'-
!

p.oop

. (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara .'
Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari PA/KPA melalui PPK-SKPD
dalam rangka penglslan uang persediaan. o '

(2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), terdiri dan
v surat pengantar SPP UP;
ringkasan SPP-UP
rincianSPP-UP ; {
draf surat pernyataan pengajuan SPP—UP yang dltandatangam oleh
PA/KPA yang menyatakan bahwa uang persediaan yang diminta tidak a

poop

dipergunakan untuk keperluan selain uang persedlaan saat pengajuan o

SP2D kepada Kuasa BUD; _
foto copy KeputusanWahkota tentang Uang Persedlaan, dan -
lampiran lain yang diperlukan. :

lac i ¢/

! Pasal 26
| "

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP—GU dllakukan Bendahara
Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dan PA/ KPA ‘melalui PPK SKPD

dalam rangka peng1s1an uang persedlaan
) A

“}
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(2)

©poop

)

{
i
!
t
|

Dokumen SPP GU s!ebagalmana dlmaksud pada ayat (1), terdiri dari :
surat pengantaq SPP-GU; :
rmgkasan SPP-GU;

rincian penggunaanSPZD UP/GU yang lalu,

bukti transaksi yang sah dan lengkap;

salinan SPD; | _ v

draf surat p"erny;ataarp yang ditandatangani‘ oleh PA/KPA yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak digunakan untuk keperluan
selain ganti uar'lg persed1aan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
dan B

g. lampiran lain yang diperlukan.

I

mo a0 oe

] ; Pasal 27

Penerbitan dan pengajuan SPP-TU dilékﬁkan oleh Bendahara Pengeluaran
untuk ~memperoleh persetujuan dari’ PA/KPA . melalui PPK/SKPD dalam
rangka tambahan uang persediaan. _ .

Dokumen SPP-TU sebagalmana dimaksud pada ayat (1), terdiri darl
surat pengantar SPP-TU; :

ringkasan SPP-TU;

rincian rencana penggunaan TU

salinan SPD; : _ , L

draf surat pernyataan yang d1tandatangan1 oleh - PA/KPA yang

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dlgunakan untuk keperluan

selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa

BUD;

f. surat keterangan yang memuat penjelasan ‘ keperluan - pengisian
tambahan uang persediaan; dan ' S o '

g. lampiran lain yang diperlukan.

°poop

"Pasal 28

Dokumen SPP-LS belanja tidak .llangsung untuk pembayaran gaji dan
tunjangan serta |penghasilan lainnya yang diajukan oleh Bendahara:
Pengeluaran guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalul PPK-SKPD

Dokumen SPP-LS belanJa tldak langsung yang sebagalmana dlmaksud dalam
ayat (1) meliputi : i

surat pengantar SPP- LS;

ringkasan SPP- -LS; '

‘rincian SPP—LS

. lampiran SPP- LS

salinan SPD |

Lampiran dokumen SPP-LS belanJa tidak langoung untuk pembayaran gaji
dan tunjangan serta penghasilan lamnya sebagalmana dimaksud pada ayaf -

(2) huruf d mencall{up

a. pembayaran gaji induk;
b. gaji susulan; ! _

c. kekurangan gaji;

d. gaji terusan; |

e

uang duka wafat/ tewas yang dllengkapl dengan daftar gajl 1nduk/ gap o

susulan/ kekurangan gaji/ uang duka Wafat/ tewas

f. SK CPNS;
g. SKPNS;
h. SK kenaikan pangkat; o ;
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@ |
.. pembayaran gajl dan ‘tunjangan sebagaimana dlmaksud pada ayat (3),
- dlgunakan sesuai angan peruntukannya : .

(5

?ﬁ?r*Wﬁ@xrppar*w%r-

SK Jabatan ‘
kenaikan gaji berkala;
surat pernyataan pelantikan;
- surat pernyataan menduduki jabatan;
. surat pernyataan melaksanakan tugas, '
_daftar keluarga (KP4); '
-~ fotocopy surat nikah;
fotocopy akte kelahlran , ‘ '
surat keterangan pemberhentlan pcmbayaran (SKPP) gajl,
daftar potongan sewa rumah dinas; ,
surat keterangan masih sekolah/ kuhah
‘surat pindah; § ' :
surat kematian; dan
"SSP PPh Pasal 2;1 , . :
peraturar perundang-undangan mengenai’ penghasﬂan plmplnan dan
- anggota DPRD sierta gajl dan tunjangan Wahkota dan Wakil Wahkota

Kelengkapan lamplran dokumen SPP-LS belanja tidak langsung untuk -

Surat Keterangan Pemberhentlan Pembayaran (SKPP)sebagalmana dlmaksud.' :
pada ayat (3) huruf ' q diajukan oleh SKPD ke DPPKA dengan melamplrkan
a. Pengantar SKPP dari Kepala SKPD dan Rincian Gaji Terakhir;

- b. Keputusan Pensiun, Pensiun Janda/Duda, Pindah; dan

(6)

c. Surat Keterangan Kuhah bagl u51a anaknya 1eb1h dari 21 tahun dan tidak
‘lebih darl 25 tahun

Bl

Surat Keterangan Pemberhentlan Pembayaran (SKPP) dlterbltkan oleh DPPKA- o

: ‘dengan ketentuan

a. SKKP pegawai pmdah dalam rangkap 6 (enam) dengan penJelasan
1. lembar pertama sebagal bahan pembayaran gajl pertama dltempat
yang baru; :

lembar kedqa tembusan tempat pembayaran gajl
.. lembar ketlga BKD tempat yang baru;
lembar keempat BKD tempat kerja asal;
- lembar kehma untuk arsip tempat kerja asal;

lembar keenam arsip DPPKA. :

O UH LN

- b. SKPP pegawai pens1un dalam rangkap 4 (empat) dengan penJelasan

(1)

o a0 o

1. lembar kesa|tu dan kedua untuk PT.Taspen (Persero)
- 2. lembar ketiga arsip bendahara pengeluaran;
3. lembar keempat arS1p DPPKA.

: Pasal "9
Dokumen SPP-LS lbelanJa langsung pegawal untuk pembayaran honor dan’
lembur mencakup : =
surat pengantar SPP-LS;
ringkasan SPP-LS;
rincian SPP-LS;
salinan SPD; _‘ R : ‘ o
kuitansi yang; dltandatanganl oleh penerima, lunas dibayar ~o_leh
. Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA; '

f. ~daftar pembayaran perhitungan lembur, honor kegiatan’ dltandatangam :

- penerima, bendahara pengeluaran dan mengetahui/menyetujui PA/KPA;

Y -

i : -
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dokumen pendukung untuk penga_]uan d11engkap1 dengan '

1. surat keputusan tentang pemberian honor yang d1tandatangan1 oleh
kepala SKPD/Wahkota L :

2. surat permtah kerja lembur yang d1tandatangan1 oleh kepala SKPD

3. daftar hadlr lembur yang dltandatangal oleh PPTK; dan ' ,

4. SSP PPh Pasal 21.

Dokumen SPP-LS Pembayaran anoranum Pegawa1 Non PNS mencakup

opo o

fe)

(1)

)

(3)

surat pengantar SPP-LS;

ringkasan SPP-LS;

rincian SPP-LS;

salinan SPD; , - ' :
kuitansi yangi ditandatangan oleh penerima, lunas dlbayar oleh
Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/ KPA;

,daftar ' pembayaran honorarlum pegawai ‘non ‘ PNS/ PT’I‘.

‘ditandatanganipenerima, : bendahara = = - pengeluaran;..
danmengetahui/menyetujui PA/ KPA ' L '
rekapitulasi daftar tanda terima apablla daftar tanda terima 1eb1h dati
satu daftar; dan : : "
dokumen pendukung untuk pengajuan d11engkap1 dengan

1. keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Non PNS/ Surat Per_]an_]lanr

Kontrak pada saat pengajuan awal tahun; dan
2. SSP PPh Pasal 21 bila honornya melebihi PTKP.

‘Pasal .30

SPP Langsung (SPP LS) sebagaimana d1maksud dalam Pasal 24 ayat (2) -
huruf d.2 adalah dokumen .yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
untuk permintaan' pembayaran langsung atas dasar perjanjian kontrak kerja
atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan
waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Dokumen SPP- LS untuk pengadaan barang dan Jasa sebagmmana‘ 3
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: ’

a.
b.. ringkasan SPP-LS;
C.

d.

e. lampiran SPP- LS

surat pengantar SPP-LS;

rincian SPP-LS;
salinan SPD; dan

Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan Jasa'f L
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup:

a.

Pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp 50. OOO 000,- terd1r1
dari: |
1. surat pesanan yang ditandatangani oleh PPK;

2. nota/ faktur/ tagihan yang ditandatangani penyedla,

3. kuitansi . berrnatera1 ditandatangani penyedia, lunas d1bayar oleh" -
: BendaharaPengeluaran serta disetujui oleh PA/KPA;

4. berita acara serah terima hasil pekerjaan dari penyedla kepada -

PPHP (dlkecluahkan belanja makan minum); 2
5. berita acara serah terima akhir pekexjaan dari penyedla kepada»
PPK; |
6. berita acara penyerahan dari PPK kepada PA/KPA (dlkecualtkan .
~ belanja makan minum); o
7. berita acara penyerahan dari PA/KPA kepada penylmpan barang'f' '
(dlkecuahkan belanja makan minum); o
8. "SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah dltandatanganl;‘
Wa_]lb PaJakj Bendahara Pengeluaran

2
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9,

khusus be]anJa ‘makan minum rapat dilampirkan undangan dan

daftar had1r rapat; dan

10. setiap pengajuan belanja makan minum d11engkap1 dengan buktl

11.

" a) angka 4 sesuai format sebagmmana tercantum dalam lamplran, '

penyetoran[ pajak daerah 8%.
berita acara sebagalmana dimaksud dengan ,

a;

b) angka 5 sesua1 format sebaga1mana tercantum dalam lamplran ‘_ -

- IIb;

c) angka 6 sesuai format- sebagalmana tercantum dalam lamplran‘ o

Iic;

1
I

IId, dan|

e) 1amp1ran Ila,lampiran IIb lamplran lc dan lamplran Ild -

-merupakan bagian yang tak terplsahkan dari peraturan 1n1

b. Pengadaan belz'anja modal sampai dengan Rp. 50.000.000,- terdiri dar1

1.

2.

3.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

spesifikasi | teknis' barang dan harga perkiraan - sendiri ‘yang
dltandatangam PPK;

'd) angka 7 sesuai format sebagalmana tercanfum dalam lamplran - |

berita acarg survey harga oleh PeJabat Pengadaan Barang dan Jasa -
- minimal 2 penyedla,

berita acz’ara klarifikasi tekms dan negos1a31 harga yang - -

d1tandatangan1 oleh penyedia barang dan PeJabat Pengadaan
Barang dan Jasa;

penetapan ‘penyedia barang oleh PeJabat Pengadaan Barang dan - |

Jasa; 5

surat - pesanan yang memuat _ velume dan spe51f1ka51 ;

: dltandatanganl oleh PPK;

nota/ faktur/ tagihan yang dltanaatangam penyedia;

berita acara serah terima hasil pekerjaan dari penyedla kepada :

Panitia Penerlma Hasil Pekegaan,

. - berita acara serah terlma akhir pekerjaan dari penyedia kepada

PPK;
berita acara penyerahan dari PPK kepada PA/KPA;
berita acara pembayaran antara PPK dan Penyedia;

berita aca:la penyerahan dari PA/KPA kepada penyimpan barang, o

kuitansi bermateral ditandatangani oleh penyedia, lunas dibayar
-oleh Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA; ‘

SSp: dlsertal faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah d1tandatangan1"

Wajib Pajak/ Bendahara Pengeluaran;
fotocopy rei(emng bank penyedia;

fotocopy NI|5WP penyedia; dan

dokumenta|31 dan dokumen lainnya.
berita acara sebagaimana dimaksud angka 10 sesuai format
sebagaimana tercantum dalam larnplran IIemerupakan bagian yang

tak terpisahkan dari peraturan ini.

c. Pengadaan barang, jasa dan belanja modalyang menggunakan SPK

yaitu belanja diatas ‘Rp.50.000.000,- sampa1 dengan Rp. 200.000.000,-

terdiri dari: e
SPK yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia (sesua1 ketentuan ,

1.

2
3.
4

- ‘minum); - -

standar dokumen pengadaan);

. surat pesanan (sesuai ketentuan standar dokurnen pengadaan),

berita acarjlet PHO/FHO (khusus kontruksi);
berita acara serah terima hasil pekerjaan dari penyedla kepada
Panitia -Penerima Hasﬂ Pekeljaan (dikecualikan belanja makan

-

»

=,
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berita acara| serah terima ékhir pekerjaah dari penyedia kepéda
PPK; B
benta acara penyerahan dari PPK kepada PA/KPA (dlkecuahkan '

belanja makan minum); -
kuitansi bermaterau d1tandatangan1 penyedla lunas dlbayar oleh

" Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA;

8.
9.

10
11.

12.
,13

berita acara pembayaran antara PPK dan penyedia; o
berita acard penyerahan dari PA/KPA kepada penylmpan barang o
(dlkecuahkan belanja makan minum); '

. SSP disertai! faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah dltandatanganr "

Wajib Pajak / Bendahara Pengeluaran; ,
fotocopy rekening bank penyedia dan Surat Keterangan Bank (SKB), -
fotocopy NPWP penyedia; dan ‘ : ;

dokumenta51 dan dokumen lainnya.

. Pengadaan barang, jasa dan belanja modal yang menggunakan kontrak; |

- yaitu belanja diatas Rp. 200.000.000,- terdiri dari:

1.

2.
3.
4

kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia (sesua1f

ketentuan standar dokumen pengadaan);

surat pesanan ( sesuai ketentuan standar dokumen pengadaan)
berita acaralPHO /FHO (khusus kontruk51) ' o
berita acara serah terima hasil pekerjaan dari penyedla kepada
Panitia Penerlma Hasil . Pekeljaan (dlkecuahkan belanJa makan -

‘minum); |

berita acara serah tenma akhlr pekerJaan dart penyedla dengan

- PPK;

9.

10.

11,

berita acara penyerahan dar1 PPK kepada PA/ KPA (dlkecuahkan‘ -

belanja makan minum);

berita acara‘pembayaran antara PPK dan penyedla,

berita acara penyerahan dari PA/KPA kepada anylmpan barang
(d1kecua11kan belanja makan minum); A
kuitansi bermateraiditandatangani penyedia, lunas dlbayar oleh‘ a
Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA; '

SSP disertai faktur pajak, (PPN dan PPh) yang telah dltandatangam Lo

wajib paJak/ Bendahara Pengeluaran;
fotocopy rekenmg bank penyedla dan Surat Keterangan Bank (SKB),v

12. Jamman-Jamman

13.
14.
15,
- 16.

engadaan Jasa Konsultan Perencanaan yang Perhltungan Harganya :

a) fotocopy‘ Jaminan uang muka (khusus untuk - peker_]aan
kostruk31)

b) foto copy jaminan pelaksanaan, dan. e E
c) Jarnman; pemeliharaan  atau ' retensi, - untuk pekerjaan
kontrsuks1/ jasa lamnya (]1ka benta ‘acara pernbayaran telah,

mencapa1 95%). ,
fotocopy NPWP penyedia; ‘
dokumenta31 dan dokumen lainnya; : N
permohonan dan rincian penggunaan uang muka, dan

bukti penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (khusus o »

konstruk31)

Menggunakan Bxaya Personil (Billing Rate) terdiri dari :

1.

Surat  Perintah Kerja (SPK) untuk nilai sampai dengan .
“Rp.50.000. OOO, , dan Surat Perjanjian Ker_]a(Kontrak) dengan n11a1 d1 :

atas Rp.50.000.000,- beserta lampirannya;

_kuitansi bermeterai. ditandatangani penyedia; lunas dlbayar ‘olenk‘ :

Bendahara Pengeluaran dan setuju dlbayar oleh PA/ KPA

l
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11.

|
!
!
(

biaya langsung non personil dilampiri : : :

a) bukti kehadlran dari tenaga konsultan sesua1 pentahapan waktu
pekerjaan;

b) audlted payroll (gaji persoml yang telah-diaudit akuntan pubhk),

c) bukti penyewaan /pembelian alat penuinjang; dan. -

d) bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian da.lam surat
penawaran.,

berita acara penyerahan laporan hasil pekerjaan perencanaan (sesual

tahapan pekerjaan) ‘

- berita acara serah terima hasil pekerJaan dari penyedla kepada Pamtla_

Penerima Hasil Pekerjaan;

“berita acara serah terima akhir peker_]aan dar1 penyedia kepada PPK

berita acara penyerahan dari PPK kepada PA/KPA;

* berita acara pembayaran antara PPK dan penyedia;

SSP dlsertal faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah d1tandatangan1
wajib pajak/ Bendahara Pengeluaran,;

10. fotocopy rekenmg bank penyedia dan Sufat Keterangan Bank (SKB), o

fotocopy NPWP penyedla, dan

12. dokumen lain yang dlperlukaa

f. Pengadaan Jasa Konsultan31 Pengawasan/ ManaJemen Konstruk31 terdm

dari : i

1.

o

LRI

Surat Permtah Kerja (SPK) untuk nilai sampai dengan Rp.50.000.000,-
dan Surat Perjanjian ~ Kerja(Kontrak) dengan nilai = di  atas
Rp.50.000.000,- beserta lampirannya; ‘ ~

. kuitansi bermeteral ditandatangani penyedia, lunas dibayar oleh

Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA;

. biaya langsung non personil dilampiri :
‘a) bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pcntahapan waktu

pekerjaan;
b) audited payroll (gaji persoml yang telah diaudit akuntan pubhk),
c) bukti penyewaan /pembelian alat penunjang; dan
d) bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam - surat
penawaran . :
berita acara penyerahan laporan hasﬂ peker_]aan pengawasan (sesuai
tahapan pekerJaan)

. berita acara serah terima hasﬂ peker_]aan dari penyedla kepada Panitia
Penerima Haull Pekerjaan;

berita acara serah terima akhir pekerjaan dari penyedla kepada PPK;
berita acara penyerahan dari PPK kepada PA/KPA;
berita acara pembayaran antara PPK dan penyedia;

-SSP dlserta1 faktur pajak (PPN dan PPh} yang telah dltandatangam

‘wajib pajak/ Bendahara Pengeluaran;

10 fotocopylrekemng bank penyedia dan Surat Keterangan Bank (SKB),

11. fotocopy NPWP penyedia: dan
12. dokumenta31 dan dokumen lain yang dlperlukan

|

g. Pengadaan Jasa Sewa Pengmapan/ Hotel, Ruang Pertemuan, Rumah
untuk Pejabat / Kantor, dan jasa sewa lalnnya

1.

Surat Pesanan dengan jumlah sampai dengan Rp.50.000. 000 Surat
Perintah 1 Kerja beserta lampirannya untuk nilai diatas Rp.
50.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- dan Surat Perjanjlan Kerja

~ beserta la'nplrannya untuk nilai di atas Rp 200.000. OOO

Surat Tagihan Pembayaran dari penyedia jasa; ,
Kuitansi bermeterai ditandatangani - penyedia, lunas dibayar oleh
Bendahara PengPluaran dan setuJu dlbayar oleh PA/ KPA;
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(1) Pembayaran Pengadaan tanah untux kepentlngan umum dllaksanakan _

@)

(3)

SR Mmoo an o

i

4. berita acara pembayaran antara PPK dan penyedia (untuk nilai diatas

Rp. 50.000.000,-);

5. SSP disertai faktur- pajak (PPN dan PPh) yang telah d1tandatangan1

wajib pajak/ Bendahara Pengeluaran;
- 6. fotocopy rekening bank penyedia;
7. fotocopy NPWP penyedla ‘

Pasal 31

‘melalui mekanisme pembayaran langsung.

Dokumen SPP-LS Pengadaan Tanah terd1r1 dari:
Pengantar SPP-LS;
, ngkasan SPP-LS;
Rincian SPP-LS ,!
SK Penetapan lokas1
Berita acara 1nventar1sas1
Berita acara negos1a31 harga;
SK panitia tentang bentuk dan besarnya ganti rugi;

pengadaan tanah;

-
.

dihadapan PPAT;

fotocopi bukti kepemilikan tanah

kuitansi bermaterai ditandatangani penyedia, lunas’ dlbayar oleh
Bendahara Pengeluaran dan setuju dibayar oleh PA/KPA

=

‘1. SPPT PBB tahun transaksi/ surat keterangan NJOP;

m. pernyataan dari penjual bahwa tanah- tersebut tidak dalam sengketa
dan tidak sedang dalam agunan;

n. SSP final atas pelepasan hak; dan

o. surat pelepasan ll'lak adat (bila dlperlulfan)

Pengadaan tanah yang luasnya kurang dari 1 (satu) hektar d11engkap1

‘persyaratan daftar nomlnatlf pemilik tanah yang dltandatangam oleh

PA/KPA. i

Pengadaan tanah ‘yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar dllakukan

dengan bantuan Pan1t1a Pengadaan Tanah Kota Singkawang dan

- dilengkapi dengan daftar nominatif pemilik tanah dan besaran harga

(1)

2)

-0 A0 o

(3)

tanah yang d1tandatangan1 oleh PA/KPA dan d1ketahu1 oleh Pan1t1a
Pengadaan Tanah. . , :

[ Pasal 32

Pembayaran blaya langganan daya dan jasa (listrik, telepon internet dan‘ :

air) dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung,

Dokumen untuk pembayaran biaya langganan daya dan j jasa terdiri dan,
surat pengantar SPP-LS ; :

r1ngkasan SPP- LS

rincian rencana penggunaan SPP LS;

salinan SPD; L

bukti tagihan daya dan jasa; dan - : .

nomor rekening plhak ketlga,

Tunggakan langganan daya dan jasa tahun anggaran sebelumnyadapat '

dibayarkan oleh SKPD Sepanjang dananya tersedia dalgm DPA berkenaan.
B g . ,

Daftar penerima igantl rug1 yang diketahui dan disaksikan oleh pan1t1a

surat pernyataan pelep“asan/ penyerahan hak atas tanah/akta Jual beh

»



' 'Pasal 33

(1) Perjalanan dmas dapat dllaksanakan me1a1u1 mekanlsme pembayaran'_'
langsung. _ .

(2) Dokumen SPP-LS untuk belanja perjalanan dmas, terd1r1 dar1 ‘
‘ surat pengantar, SPP-LS; ' S :
rmgkasan SPP-LS;
rincian rencana penggunaan SPP LS;
. salinan SPD; : >
dokumen pertanggung]awaban blaya perjalanan dmas sesua1 ketentuan
yang berlaku; dan : -
rekapitulasi daftar tanda tenma perjalanan ’ dmas, : apablla o
i kw1tan31/ daftar| tanda terima lebih darl satu; ‘ e

° oo

-

Pasal 34

SPP untuk Belanja Bunga, Subsidi, Hibah,ﬁBantuan Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan olen Bendahara -

Pengeluaran SKPKD dilaksanakan ‘melalui mekanisme pembayaran langsungf.
(LS) yang dla_]ukan kepe[lda PPKD melalu1 PPK SKPKD." -

. Pasal 35

(1 ) Bukti asli lamplranl SPP merupakan ar31p yang dlslmpan oleh PA/ KPA

{(2) Lampiran SPP sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dltatausahakan oleh.
PPK-SKPD. :

| Baglan Ketiga
Surat Permtah Membayar (SPM)
’ | Pasal 36

SPM yang dlterbltkan oleh PA/ KPA untuk- penerbltan SP2D atas beban' L

pengeluaran DPA-SKPD kepada; ‘
a. Pihak ketiga atas dasar perikatan atau Surat Keputusan dan
b. Bendahara pengeluaran untuk belanja pegawai, barang dan jasa. .

Pa'sal 37

(1) PPK-SKPD menylapkan SPM untuk dltandatangam ‘cleh PA/ KPA dengan ;
- mekanisme sebagai berikut:

a. memeriksa secara rinci kelengkapan dokumen pendukung SPP— o

UP/ GU/TU/ LS‘ yang dllamplrkan sesua1 dengan ketentuan yang‘ -
, berlaku; i ‘ C

b. mengisi chek hs‘t kelengkapan berkas SPP v ‘ E
c. memeriksa ketersedlaan pagu anggaran dalam DPA—SKPD dan/ atau

- SPD untuk me,mperoleh keyakinan bahwa taglhan t1dak melampaul

- batas pagu anggaran dan/atau SPD; -

- d. memeriksa kesesualan rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kexja.i_»

- yang dicapai dengan indikator keluaran;dan o

e. memeriksa kebenaran atas hak taglh yang menyangkut antara 1a1n e

-

o h -
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1. pihak yang d1tun3uk untuk menerima pembayaran (nama‘ -

orang/ perusahaan alamat, nomor rekening dan nama bank); dan o
2. nilai taglhan]yang harus dibayar. :

(2) setelah dilakukan pengujian terhadap SPP-UP/SPP-TU/SPP-GU/SPP- Ls’* T

PPK-SKPD menerbltkan SPM-UP/SPM-TU/SPM-GU/SPM- TU NIHIL/ SPM-'
LS dalam rangkap 4 (empat):

- a. lembar kesatu dlsampalkan kepada BUD/Kuasa BUD;
b. lembar kedua disampaikan kepada PPK-SKPD;
c. - lembar ketiga disampaikan- kepada Bendahara Pengeluaran dan
d. lembar keempat sebagai arsip pada PPTK terkait untuk SPM-LS.

u ; Pasal 38

- Penyampaian SPM kepada Kuasa BUD dilakukan sebaga1 berikut :
a. PA/KPA atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan SPM beserta
 dokumen pendul'cung kepada Kuasa BUD; : )
b. SPM gaji induk sudah harus diterima Kuasa BUD pahng lambat tanggal L
, 20 sebelum bulan pembayaran;dan a
c. Kuasa BUD memerlksa kelengkapan. SPM dengan meng151 blanko
‘ penehtlan kelengkapan dokumen SPM. .

H
i

Pasal 39

(1)  SPM yang dlajukan ke Kuasa BUD dlgunakan sebagai dacar
penerbitan SP2D

(2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbltan SP2D- terdm dari :
a. dokumen SPP-UP;
b. surat pernyataan tanggung]awab PA/ KPA.

(3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbltan SP2D terdm dar1
a. dokumen SPP GU; . v

'b. surat pernyataan tanggung]awab PA /KPA; .

c. rincian pengeluaran per rincian objek yang d1serta1 bukti buktl :

pengeluaran yang sah dan lengkap;

(4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbltan SP2D terdm darl
- a. dokumen SPP—TU dan . :
b. surat pernyataan tanggungjawab PA/KPA;

(5) Kelengkapan dokumen SPM-LS belanja tidak langsung dan belanja‘ 3
- langsung (gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, honor dan lembur)
-untuk penerbltan SP2D, terdiri dari: :

‘a. dokumen SPP—LS '
 b. surat pernyataan tanggungjawab PA/ KPA T )
c. bukti-bukti; pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan_
persyaratan yang dltetapkan dalam peraturan perundang—

v undangan; dan
d. surat pernyataan tanggung _]awab mutlak dari PA/KPA terhadap
kebenaran | formal dan material atas dokumen pengajuan :

(dlkecuahkan Belanja Gaji PNS);

(6) Kelengkapan dokumen 'SPM-LS untuk penerbltan SPZD BelanJa '

Barang dan Jasa terdiri dari:
a. dokumen SPP LS;
b. surat pernyataan tanggung]awab PA/KPA;
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c. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan
kelengkapan persyaratan yang: dltetapkan dalam peraturan
perundang-undangan dan s

d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dam PA/ KPA terhadap
kebenaran formal dan material atas dokumen pengajuan; . ,

|
x .
x
Q
!
i

"~ (7) SPM yang telah dlterbltkan SP2D-nya oleh. Kuasa BUD dan telah

dicairkan (telah dllakukan pendebetan rekenmg kas daerah) tidak
dapat’ dlbatalkan, -

(8) Perbaikan hanya dapat dllakukan terhadap kesalahan admlnlstra31 »
- sebagai berikut : - .
a. kesalahan pembebanan pada kode rekenmg anggaran belanJa, ,
b. kesalahan pada kode rekemng anggaran belanJa kegiatan, dan sub
keglatan dan
‘e. ‘uraian pengeluaran yang tidak berakxbat _]umlah uang pada SPM.

'(9) Perbaikan SPM sebagalmana dimaksud pada ayat (8) dllakukan oleh

PA/KPA selanjutnya disampaikan kepada Kuasa BUD.

'(10) berita acara seﬁagalmana dimaksud pada ayat (5) huruf d dah ayat (6)

huruf d sesuai sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran
[II merupakan baglan yang tak terplsahkan dari peraturan ini.

 Pasal 40

i

- (1) Pengu_]lan SPM dilaksanakan oleh Kuasa BUD mencakup pengupan ,

yang bersifat substantif dan formal. -

(2) Pengujian subtantif dilakukan untuk meneliti kelengkapan dokumen
SPM-UP/GU/TU/LS yang d1lamp1rkan berdasarkan ketentuan yang
berlaku antara lain:

a. menguji kebenaran perhltungan taglhan yang tercantum dalam
SPM;

b. menguji ketersedlaan dana pada kegiatan/ sub kegiatan/rekening

©  anggaran belanJa dalam- DPA SKPD yang ditunjuk dalam SPM
tersebut; i ‘

c.. menguji dpkumen' sebaga1 dasar _penaglhanr (ringkasan
kontrak/ SPK, surat keputusan, daftar nominatif perjalanan dinas);

- d. menguji dokumen sebagai dasar penagihan (ringkasan

kontrak/ SPK surat keputusan, daftar nominatif perjalanan dmas),
e. menguji faktiur pajak beserta SSP- nya : :

(3) Pengu_]lan formal dilakukan untuk
a. memeriksa dara penulisan / peng1s1an Jumlah uang dalam angka dan
huruf; dan
b. memenksa kebenaran dalam penuhsan

. Pasal 41

(1) Keputusan hasﬂ pengujian ditindak lan_]utl dengan :
a. penerb1tan SP2D bilamana SPM yang dlajukan memenuhl syarat‘
yang dltentukan, dan
b. pengembahan SPM kepada PA/KPA dengan surat penolakan SPM
apabila tldak memenuhi syarat untuk diterbitkan SP2D. :

(2) Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dlatur
' 'sebaga1 benkut , . i

é

t . ) . .
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a. SPM Belan_]a Pegawai Non Gaji Induk dlkembahkan pahng lambat
tiga hari ker_]a setelah SPM diterima; dan

b. SPM UP/TU/ GU dan LS dlkembahkan palmg lambat tlga hari keqa
setelah SPM dlterlma :

_ : Bagian Keempat ;
§urat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
| Pasal 42

: 2

(1) Penerbitan SP2D dlselesalkan oleh Kuasa BUD dalam batas waktu
~ sebagai berikut :
“va. SP2D Gaji Induk diterbitkan paling lambat dua han ker_]a sebelum
awal bulan pembayaran gaji;
b. SP2D Non| Gaji Induk diterbitkan pahng lambat tiga harl kerja
setelah diterima SPM secara lengkap; dan
- ¢c. SP2D UP/TU/ GU/TU NIHIL dan LS diterbitkan paling lambat tlga
: hari ker_]a setelah diterima SPM secara lengkap - ‘

(2) Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD dilakukan .dengan cara :
a. SP2D ditandatangani oleh Kuasa BUD; dan
b. SP2D diterbitkan dalam rangkap 5 (lima) dan d1bubuh1 stempel
basah PPKD ,
lembar kesatu dlsampalkan kepada pihak Bank
lembar kedua disampaikan ke.Pembantu Kuasa BUD;
lembar - ‘ketlga disampaikan kepada Bidang Pembukuan PPKD;
lembar | keempat dlsampalkan kepada Bendahara Pengeluaran
dan ; :
5. lembar kelima sebagal arsip pada Bldang Perbendaharaan

eSS

(3) SP2D dibuat| dalam bentuk ‘pemindah bukuan ke rekenmg kas'
Bendahara Pengeluaran / plhak penyedla

: Pabal 43

(1) Penerbltan SPP/ SPM/ SP2D memperhatlkan kelompok dan Jems

belanja sesua|1 dengan pembebanan belanJa
(2) SPP/ SPM / SP2D dlterbltkan masmg-masmg keglatan _

i Pasal 44 -

(1) Daftar penguiji dibuat délam rangkap 2 (dua) sebagai pengantar. SP2D
d1tandatangan1 oleh Kuasa BUD serta dibubuhi stempel basah PPKD n
(2) Daftar pengujl sebagmmana pada ayat (1) _dibuatuntuk beberapa,
SKPD. : ‘ L -

Pasal 45 ‘

(1) Pengembalian belanja yang terjadi akibat ke]eblhan pengcluaran
anggaran disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

 (2) Pengembalian belanja yang dimaksud ayat (1) pada’ tahun anggaran'-

berjalan Wa_]lb dibukukan oleh bendahara pengeluaran sebagai kontra |
pos belanja sesuai dengan tanggal penyetoran, yang mengaklbatkan
pengurangan belanJa :

l : ' -
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(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(4)

- 5)

(6)

(7)

Pengembahan belan_]a tahun anggaran yang lalu dlbukukan oleh PPKD
sebagai pendapatan lain-lain. :

Pengembahan belanja sebagalmana ayat (2) dan (3) dllampln dengan
Surat Tanda Setoran (STS) dengan merincikan ob_]ek belanja.
Baglan Kelima
Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)

-

. ,, Pasal 46

Bendahara Péngeanran wajib membuat peinbukuan seluruh transaksi
keuangan yang dilaksanakan pada satuan kerja, dan wajib menyampaikan

pertanggung]awaban atas pengelolaan uang yang menjadi kewenangannya -

kepada PA/KPA. . _ : o

PA/KPA bertanggung]awab penuh atas segala pengeluaran yang telah.
dibayar lunas;oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima.

~ Pertanggung]awaban Bendahara Pengeluaran sebagalmana dimaksud pada

ayat (1) wa_]lb dllakukan venﬁkas1 terleblh dahulu oleh PPK- SKPD yang
bersangkutan -

Dokumen yang dlgunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan '

pertanggung]awaban pengeluaran mencakup :

register penenmaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); -
register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
register penolakan laporan pertanggung]awaban pengeluaran (SPJ),
dan | A

e. register penutupan kas.

T RoUTe

Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran- dalam -

menatausahakan pengeluaran permlntaan pembayaran mencakup

buku rekap1tu1a31 pengeluaran per rincian obJek dan
buku kas tuna1 : :

a. buku kas umum,;

b. buku s1mpanan /bank;
c. buku pa_]ak

d. buku pan_]ar

e.

f.

Dalam mempertanggung]awabkan semua belan_]a oleh Bendahara

Pengeluaran, /dokumen laporan pertanggung]awaban yang dlsampalkan'

kepada PA/ KPA melalui PPK-SKPD mencakup

a. -buku kas umum, ' _

b. register penutupan kas;

c. ringkasan ’ pengeluaran per rincian obyek yang disertai buku—buku
pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang
tercantum dalam nngkasan pengeluaran per rincian obyek d1maksud

d. bukti atas Denyetoran PPN/PPh ke Kas Negara,

e. SPJ adm1n1strat1f dan.

f. SPJ fungsmnal

Dalam melaklllkan verifikasi sebagaJmana dlmaksud pada ayat (3), PPK-

SKPD berkewa_] iban :

~a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggung]awaban dan'

keabsahan! bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;

*,
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b. Menguji dan menghitung kebenaran‘perhltungan atas pengeluéran ‘
‘belanja per rincian obyek yang tercantum dalam nngkasan per rincian
- obyek; i
c. Menghltung pengenaan PPN/ PPh atas beban pengeluaran per. rincian
obyek; :
d. Menguji kebenaran SPJ sesuai dengan SPM dan SP2D yang telah
diterbitkan pemode sebelumnya;dan
e. Bukti-bukti| belanja dan dokumen pendukung pertanggung]awaban
Bendahara Pengeluaran disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada

SKPD/Unit | Satuan Kerja untuk kelengkapan administrasi dan . -

keperluan pemenksaan aparat pengawasan fungsional.

(8) Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada ‘ayat (5) huruf a ditutup
oleh Bendahara setiap bulan dengan diketahui oleh PA/KPA. N

(9) 'balam - hal laporan pertanggung]awaban bendahara sebagaimana

- dimaksud pada ayat (6) telah sesuai, maka PPK-SKPD membuat surat -
pengesahan. laporan pertanggung]awaban untuk di tanda tanganl oleh
PA/KPA. !

(10) Khusus SPJ Tambahan Uang Persediaan (TU), dibuat laporan SPJ
tersendiri sebaga1mana SPJ-UP. SPJ-TU dilakukan pada batas 1 bulan
terhitung sejak tanggal SP2D-TU dikeluarkan kecuali keglatan yang
- mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan
oleh peristiwa d1luar kendali PA/KPA. Apabila terdapat sisa TU sampai
‘batas akhir penggunaan TU tidak dipergunakan/ dlpertanggung]awabkan
sisa TU harus segera disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan bukti
setor berupa Surat Tanda Setor (STS) TU harus dilampirkan pada LPJ-TU.

 (11) Bendahara = | Pengeluaran -  secara administratif Wa_]lb
mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan (UP)/ ganti uang
persediaan (GU) / tambahan uang persediaan (TU) dan belanja LS kepada
PA/KPA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(12) Bendahara Péngeluaran - wajib mempertanggungjawabkan - secara .

fungsional atas'pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya setelah
diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh
PA/KPA denganl menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran

kepada PPKD selaku BUD cq. Kepala Bidang Pembukuan pahng lambat
tanggal 10 bulan berikutnya. .

(13) Bendahara Pengeluaran wajib melakukan rekonsiliasi realisasi anggaran di
Bidang Pembuk}lan DPPKA setlap tiga bulan sekali, dengan Berita Acara
- Hasil Rekon3111a31 ,

(14) Berita Acara Hasﬂ Rekon31ha31 sebagajmana dimaksud pada ayat (13)
sesuai format sebaga1mana lamplran IIfmerupakan baglan yang. tak .
terpisahkan dar1 peraturan ini. : .

L BABV
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN
. Pasal47.

Untuk keperluan pi.enyusunan 1aporan» keuangan ‘pelaksanaan  APBD -
diperlukan antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, arus kas
dan catatan atas laporan keuangan (CALK),untuk keperluan tersebut, maka 2

‘i » 32 -
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PA SKPD selaklli entitas akuntansi wajib membuat laporan r'ealisési
anggaran,neraca, dan catatan atas laporan keuangan dlkelolanya kepada
PPKD;

PA SKPD wajib | membuat laporan bulanan, triwulan dan semesteran‘f
realisasi anggaran laporan tersebut dlsampalkan kepada PPKD setiap

* bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

(3).
(4)
(5)

PPKD selaku BUD wajib membuat Reglster Penutupan Kas harlan dan

bulanan; ;
PPKD selaku BUlD wajib membuat laporan bulanan realisasi anggaran 4
dan laporan semester pertama sebagai laporan kepada DPRD; dan ‘

-Laporan yang m'enyangkut dengan realisasi APBD lainnya sebagamiana .
‘telah dlatur melalm Peraturan Wahkota . '

: BAB VI
' SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 48 '

Setiap SKPD yang tldak mengikuti ketentuan sebagalmand dlmaksud dalam o
Pasal 47ayat (2], akan dikenakan sanksi bérupa penundaan penerbltan B

SP2D berikutnya.

(1)

(2)
(3)

@)

BAB VI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Bagian Pertama
Pejabat.Pengelola

Pasal 49

PeJabat pengelola BLUD terdm atas
a. Pemlmpln,

b. Pejabat Keuangan; dan

c. Pejabat Teknis.

~Pejabat Pengelcl)la BLUD d1angkat dan diberhentikan oleh Wahkota -
Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Wallkota melalui Sekretaris
‘Daerah. : : » . :
Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknls BLUD bertanggung Jawab kepada_ '

Pemxmpm BLUD.

Pasal 50

(1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf ST

a, merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dengan
mempunyai tugas dan kewajiban: ‘

'a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendahkan,
dan mengevalua31 penyelenggaraan kegiatan BLUD;

menyusun renstra bisnis BLUD
rnenylapkan RBA;

d. mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Tekms -
kepada Wahkota sesuai ketentuan; : :

%

|
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e menétapka‘n pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat:-

(2)

()

PR ™ oy

@

(1)

(2)

(3)

yang. telah dltetapkan dengan peraturan perundangan-undangan -

dan { ;
f. menyampalkan dan mempPrtanggung]awabkan kinerja operasmnal

serta keuangan BLUD kepada Walikota. - ‘

Pemlmplnv BLUD dalam melaksanakan = tugas dan kewajiban
sebagaimana ] dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebaga1
penanggung]awab umum operas1ona1 dan keuangan BLUD.

|

i N PasalSl
!

Pejabat Keuangan BLUD sebageumana dimasud dalam Pasal 49 ayat (1)
¢ huruf b, mempunya1 tugas dan kewajiban: - . .

a. mengkoord1nas1kan penyusunan RBA; » . .
men}’1apkan DPA-BLUD; = o e
melakukan pengelolaan pendapatan dan b1aya o
menyelenggarakan pengelolaan kas;

melakukap pengelolaan utang-piutang; .

menyusuf:;l kebijakan pengeIOIaah.barang, aset tetap dan invéstasi; :
menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. -

PeJabat Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajlban
sebagaimana | dimaksud : pada. ayat (1), mempunyal fungsi sebaga1
penanggunglawab keuangan BLUD." . .

Dalam melaksanakan tugas dan kewa_uban Pejabat Keuangan dibantu
oleh Pejabat/ Staf yang = mempunyai fungsi perencanaan, -
perbendaharaan Verifikasi dan akuntansi yang ditetapkan oleh

Pemlmpm BLUD o : ‘ - 3

i " ‘Pasal 52 :

Pejabat tekms BLUD sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
huruf c, mempunya1 tugas dan kewajiban: :

- a. menyusun perencanaan kPglatan teknis di bidangnya;

b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban R

sebagaimana! dimaksud pada ayat (1), mempunya1 fungsi sebaga1 . :
penanggung]awab teknis di bidang masing-masing.

Tanggung _]awab pe_]abat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), "
berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi,  peningkatan

~ kualitas sumber daya manu31a, dan pemngkatan sumber daya lainnya.

i " Baglan Kedua
Pelaksanaan Anggaran

Pasal 53 :

Dokumen pelaksanaan PPK-BLUD terdiri dari :

a.

DPA-BLUD y‘-ang telah dlsyahkan PPKD terdln dan pendapatan dan o
34
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(1)

(2)-.

(3)

(1)

@)

@)

(5)

(6)

(1)

(2)

biaya, proyek31 arus kas Jumlah dan, kuahtas barang/ Jasa yang
dihasilkan;

Keputusan Wahkota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola BLUD;

Format regxster/buku penatausahaan PPK-BLUD disesuaikan dengan ‘

format-format y!ang berlaku pada SKPD sesuai dengan kebutuhan
| _
| Pasal 54

BLUD dapat membuka rekenmg pada bank umum untuk menylmpan
dan menampung seluruh penenmaan pendapatan dan pembayaran
pengeluaran BLUD _

Kelengkapan lAdmmlst:ram Pengelolaan Keuanga’n' BLUD, adalah
sebagai berlkut : - o -

a. Laporan Pendapatan BLUD;
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab ;
c. Laporan Pengeluaran Biaya BLUD.
Format sebagalmana Pasal 54 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf C

tercantum da}am lampiran Illa, lampiran IIIb dan lampiran Illc,

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

|  Pasal 55

l -

Seluruh pendapatan BLUD kecuah yang berasal dar1 APBD dan APBN,
dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode
rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain
pendapatan ash daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD dan
dilaporkan pada PPKD setiap triwulan.

Pendapatan BLUD dapat diterima dengan cara tunai maupun fasilitas -

pembayaran melalui kartu debet dan kartu kredit yang dikeluarkan

oleh Bank Umum Nasional yang teknis pelaksanaannya diatur oleh '

lepman BLUD .

Pendapatan melalu1 fasilitas perbankan tersebut d1aku1 setelah dana
masuk ke rekenmg BLUD. : :

Seluruh pendapatan BLUD kecuali dari hibah terkait, dapat dlkelola -
- langsung untuk memb1aya1 pengeluaran sesuai RBA. '

Surplus Anggaran BLUD setelah dlkurangl kewajiban merupakan
SILPA pada rekening BLUD, dan dapat dlpergunakan sebaga1 biaya
operasional BLUD.

Piutang BLUD |dlkelola penuh oleh BLUD dan dapat dlgunakan sebagaJ -

biaya operas1orllal BLUD.

‘ S Pasal 56

Biaya operasional mencakup seluruh blaya yang menjadl beban RSUD '

dalam rangka ﬁqenjalankan tugas dan fungsi.

Biaya non operasxonal mencakup seluruh biaya yang menJadl beban
RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fung51 :

o -
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(1)

@

(4)

(2)

(3)

BLUD.

" Pasal 57

Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber selain dari APBD .
dan APBN dilakukan dengan penerbitan SPM Pengesahan untuk e

“disampaikan ikepada PPKD Up. Kepala Bidang Perbendaharaan.

Penyampaian SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan s|et1ap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan
berikutnya. |

SPM Pengesahan sebagalman dimaksud ayat (2) d11amp1r1 dengan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang d1tandatangan1 oleh

‘ Pemlmpln BLiUD Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas.

Berdasarkan SPM Pengesahan sebagaimana dirnaksud ayat (1) B1dang
Perbendaharalan menerbitkan SP2D pengesahan penggunaan dana

.

i
I

B Pasal 58'

RSUD dlbenkan fleksibilitas pengelolaan keuangan antara 1a1n dapat
menggunakan seluruh pendapatan sesuai RBA tanpa terleblh dahulu -
disetorkan ke: Rekenlng Kas Umum Daerah.

Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD hanya berlaku untuk b1aya
BLUD ‘yang kerasal dari pendapatan selam dari APBD/APBN dan A
hibah terkait.: | .

RSUD berstatus BLUD bertahap tidak dlberlkan fleksibilitas dalam
pengelolaan utang, pengelolaan investasi, pengadaan barang atau jasa.

Pasal 59

: BLUD menyeienggarakan akuntansi dan laporan keuangan ‘'sesuai

dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi
profesi akuntans1 Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.

Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menggunkan basis akrual baik. dalam
pengakuan pendapatan blaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Dalam hal tldak dapat standar akuntansi sebagaimana dlmaksud
pada ayat (1), BLUD. dapat menerapkan akuntansi industri yang

~ spesifik setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan..

BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan
berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang
bersangkutan | dan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan
Walikota. ' ‘ ' ' L :

Pasal 60

Dalam rangkal| penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan
berbasis akrual sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2), pemimpin
BLUD menyusun kebuakan akuntansi yang berpedoman pada standar
akuntanm sesueu Jems layanannya '

'i 36
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@)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Kebljakan akuntans1 BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebaga1 dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian
dan pengungkapan aset, kewajiban, ekultas dana pendapatan dan
biaya. | . .

i
!
i
i

Bagian Ketiga ; »
| Pelaporan dan Pertanggungjawaban

i
'

| | Pasal 61
Laporan Keuéngan BLUD terdiri dari :

a. Neraca y;ang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset,
kewajiban' dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;

b. Laporan operas1onal yang berisi informasi Jumlah pendapatan dan’
biaya BLUD selama satu perlode

c. Laporan arus kas yang menyaukan informasi kas yang berkaitan
dengan aktlvxtas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan
dan / atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal,
penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode
tertentu; dan

d. Catatan a}tas laporan keuangan yang berlsl penjelasan naratlf atau
rincian dar1 angka yang tertera dalam laporan keuangan.

bLaporan keuangan sebagaiman yang dimaksud pada ayat (1), d1serta1 «

dengan laporan kinerja yang ben31kan informasi pencapaian
hasil/ keluare}n BLUD. :

Laporan keuangan sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1), diaudit oleh
pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. : :

 Pasal 62

Setiap Triwulan BLUD menyuéun'_' dan meny'aimpajkan laporan

~operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui pejabat yang
membidangi fpembukuan dengan tembusan pada pengelolaan kas

daerah, pahng lambat 15 (lima belas hari) setelah periode pelaporan

" berakhir. i

!

Setiap seméster dan tahunan BLUD wajib menyusun. dan
menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan
opersaional, |neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan |
keuangan disertai dengan laporan kinerja kepada PPKD yang

dlkonsollda81kan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Kota
Singkawang pahng lambat 1° (satu) bulan setelah periode pelaporan

berakhir. :

Penyusunan |1aporan keuangan sebagaiman dimaksud pada ayat ()

~untuk k(,pentlngan konsolidasi, dllakukan berdasarkan standar )

akuntansi pemenntahan
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“BABVII
KETENTUAN PENUTUP

*

| Pasal 63

Dengan berlaku‘nyaf Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor
13 Tahun 2011 tentang Petunjul: Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban

Anggaran Pendapatan dan Bclanjd Daerah Kota Singkawang dlcabut dan -

dmyatakan tidak berlaku
l’ o Pasal 64
Peraturan Wahl«:otai ini mulai berlaku pada tanggal d1undangkan

Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan -
Walikota ini dengalll penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang. -

@ | | , | - Ditetapkan di Singkawang _
pada tanggal 1 Juli 2014
WALIKOTA SINGKAWANG,

td

AWANG ISHAK

D1undangkan di Singkawang
pada tanggal 1 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd
®  SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 15
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